
 

GUBERNUR BALI 

 

PERATURAN GUBERNUR BALI 

NOMOR 69 TAHUN 2013 

TENTANG 

PROSEDUR PENATAUSAHAAN BELANJA DAERAH 

PROVINSI BALI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR BALI, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006  tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang 

menyatakan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada 
peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, 

transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas 
keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, serta 

untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan 
oleh masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi 
Bali, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Prosedur 

Penatausahaan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Bali; 

 

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan 
Daerah–daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa 

Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 1649); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 



5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 5234); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah 

dibuah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4738); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4741); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5161); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 



14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006  tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

Daerah; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang 

Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan 
Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya; 

18. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2009 tentang 

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Bali Nomor 12); 

19. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali 
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 4,Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4); 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROSEDUR 
PENATAUSAHAAN BELANJA DAERAH PROVINSI BALI 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM  

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 

1. Provinsi adalah Provinsi Bali. 

2. Pemerintahan Provinsi adalah Pemerintahan Provinsi Bali. 

3. Gubernur adalah Gubernur Bali. 

4. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah 
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat 

dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk 
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah 
tersebut. 

5. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang 
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 

6. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) adalah 

serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi 
mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan 
pelaporan keuangan pemerintah Provinsi Bali.    



7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD 

adalah perangkat daerah pada pemerintah Provinsi Bali selaku 
pengguna anggaran/ pengguna barang. 

8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disebut SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah 

Provinsi Bali selaku pengguna anggaran/pengguna barang, 
yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 

9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut 
PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah 
yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan 

bertindak sebagai bendahara umum daerah. 

10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD 

adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai 
bendahara umum daerah. 

11. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan 
penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan 
fungsi SKPD yang dipimpinnya. 

12. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan 
penggunaan barang milik daerah. 

13. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 
Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 

melaksanakan sebagian tugas BUD. 

14. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa 
untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran 

dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. 

15. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah 

unit layanan pengadaan Pemerintah Daerah yang berfungsi 
melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen 

melekat pada Biro Aset Setda Provinsi Bali.  

16. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk 
melaksanakan Pengadaan Langsung.  

17. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah 
panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas 

memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. 

18. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya 

disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi 
tata usaha keuangan pada SKPD. 

19. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat 

PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan 
satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

20. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk 

untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, 
dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam 
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 

21. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk 
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan 

mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja 
daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 

22. Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu 
atau beberapa program. 



23. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang 

ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh 
penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah. 

24. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah 
yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh 

penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh 
pengeluaran daerah. 

25. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat 
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah 
untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan 

untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang 
ditetapkan. 

26. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. 

27. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. 

28. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui 
sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 

29. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang 

diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 

30. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu 

dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima 
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun 

pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya 
disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat 

pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar 
pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 

32. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan 
Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen 

pelaksanaan anggaran Biro Keuangan selaku Bendahara 
Umum Daerah. 

33. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang 

selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang 
memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan 

sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna 
anggaran. 

34. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Pejabat Pengelola Keuangan 
Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-PPKD adalah 
dokumen perubahan pelaksanaan anggaran Biro Keuangan 

selaku Bendahara Umum Daerah. 

35. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya 

disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat sisa belanja 
tahun sebelumnya sebagai dasar pelaksanaan anggaran tahun 

berikutnya. 

36. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang 
bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar 

untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai 
pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode. 

37. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah 
dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk 

melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP. 



38. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP 

adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung 
jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk 

mengajukan permintaan pembayaran. 

39. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah 

dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk 
permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali 

(revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran 
langsung. 

40. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU 

adalah dokumen yang diajukan oleh bendaharan pengeluaran 
untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat 

dilakukan dengan pembayaran Iangsung. 

41. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat 

SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara 
pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan 
guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan 

tidak dapat digunakan untuk pembayaran Iangsung dan uang 
persediaan. 

42. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah 
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk 

permintaan pembayaran Iangsung kepada pihak ketiga atas 
dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya 
dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, 

dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan 
oleh PPTK. 

43. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM 
adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna 

anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D 
atas beban pengeluaran DPA-SKPD. 

44. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya 

disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh 
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk 

penerbitan SP2D atas beban beban pengeluaran DPA/DPPA-
SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk 

mendanai kegiatan. 

45. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang 
selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan 

oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk 
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang 

dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang 
telah dibelanjakan. 

46. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang 
selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan 
oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk 

penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA/DPPA-SKPD, 
karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu 

uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan 
ketentuan. 

47. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat 
SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna 
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D 

atas beban pengeluaran DPA/DPPA-SKPD kepada pihak ketiga. 



48. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D 

adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana 
yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM. 

49. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau 
diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya 

yang sah. 

50. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan 

barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat 
perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 

51. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 

BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan 
pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan 

pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang 
dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari 

keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan 
pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 

52. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan 

dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran 
yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak. 

53. Prosedur penatausahaan belanja daerah merupakan bagian dari 
penatausahaan keuangan daerah mulai dari tata cara 

pengajuan permintaan pembayaran, perintah membayar, 
perintah pencairan dana, pencairan uang persediaan dan 
pertanggungjawaban pengeluaran belanja daerah pada jajaran 

SKPD di lingkungan Pemerintahan Provinsi Bali. 

 

BAB II 

RUANG LINGKUP 

 

Pasal 2 

 

Prosedur Penatausahaan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 angka 55, terdiri dari:  

Bab I  :  Ketentuan Umum; 

Bab II :  Penunjukan Pejabat Pelaksana Anggaran; 

Bab III  :  Prosedur Permintaan Pembayaran; 

Bab IV  :  Prosedur Perintah Membayar; 

Bab V  :  Prosedur Perintah Pencairan Dana; 

Bab VI : Prosedur Pencairan Uang Persediaan dan 
Pertanggungjawaban Pengeluaran; dan 

Bab VII :  Penutup.  

 

Pasal 3 

 

Prosedur Penatausahaan Belanja Daerah ini berlaku untuk semua 

Satuan Kerja baik SKPD maupun SKPKD di lingkungan 
Pemerintahan Provinsi Bali dalam pengelolaan keuangan daerah. 

 



Pasal 4 

 

(1) Lampiran Peraturan Gubernur tentang prosedur penatausahaan 
belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum 

dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan Gubernur ini. 

(2) Contoh format atau blanko isian  prosedur penatausahaan 
belanja daerah tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, dan dapat 

disesuaikan dengan persetujuan PPKD. 

 

BAB III  

LAIN-LAIN 

Pasal 5 

 

Ketentuan mengenai Belanja Tak Langsung Diluar Belanja Pegawai 
dan Pengeluaran Pembiayaan ditetapkan dengan Peraturan 
Gubernur tersendiri. 

 

BAB IV  

PENUTUP 

 
Pasal 6 

 

(1) Sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku terlebih dahulu 
diadakan sosialisasi kepada seluruh SKPD di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Bali. 

 

(2) Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal                        
1 Januari 2015. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita 
Daerah Provinsi Bali. 

 

Ditetapkan di Denpasar 
pada tanggal  31 Desember 2013 
 

GUBERNUR BALI, 

 

 

 

MADE MANGKU PASTIKA 

 

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 31 Desember 2013 

 
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, 

      

 

 

        COKORDA NGURAH PEMAYUN 

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2013  NOMOR 69 


